Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33,

Pasal 34A, Pasal 39, Pasal 50, dan Pasal S0A Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka beberapa ketentuan mengenai tugas,
kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa, serta
masa jabatan, pemilihan dan pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2015 tentang Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
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dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan

BUPATI LAMONGAN
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf h Pasal 3 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan :

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas
Desa yang sudah ada dengan keberagamannya
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa
dan kepentingan masyarakat setempat demi
mewujudkan  keadilan bagi seluruh  rakyat
Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan
budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan
Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga
masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

kesejahteraan umum;
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g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek
pembangunan.

Ketentuan Penjelasan Pasal 5 diubah sebagaimana

tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Desa kepada Bupati;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
Desa dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa
serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima = pelimpahan
sebagian kekayaan negara guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa;
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k. mengembangkan kehidupan sosial budaya

masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara

partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan
atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

a.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;
mengajukan  rancangan dan menetapkan

Peraturan Desa;

. menerima penghasilan tetap setiap bulan,

tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah,
serta mendapat jaminan sosial di bidang
kesehatan dan ketenagakerjaan;

mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali
di akhir masa jabatan sesuai kemampuan
Keuangan Desa yang sesuai dengan peraturan

perundang-undang;

. mendapatkan perlindungan hukum atas

kebijakan yang dilaksanakan; dan
memberikan mandat pelaksanaan tugas dan

kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban
masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan,;



[a—

o)

qg.

-6-

. melaksanakan kehidupan demokrasi dan

berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa
yang akuntabel, transparan, profesional, efektif
dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme;

mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila
mencalonkan diri sebagai anggota lembaga
perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan
politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta
pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan
tidak dapat ditarik kembali;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan di Desa;
menyelenggarakan administrasi Pemerintahan
Desa yang baik;

mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
melaksanakan urusan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya

masyarakat Desa;

memberdayakan  masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Kepala Desa wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis

kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir

tahun anggaran;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
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. memberikan laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara
horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada
Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran;

menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 35
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak di Daerah.
Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara
bergelombang.
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa;
b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
c. ketersediaan pegawai negeri sipil Pemerintah
Daerah yang memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Penjabat Kepala Desa.
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8
(delapan) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu
pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan huruf g dihapus dan huruf 1 Pasal 45 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
C.

5@ o

[

B

warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap;

berbadan sehat;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua)
kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun
tidak berturut-turut; dan

berkelakuan baik, jujur, dan adil;

bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban
sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-
undangan,;

sanggup bertempat tinggal di Desa yang
bersangkutan; dan

mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang
berwenang apabila calon berasal dari Perangkat
Desa/ Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri.



7. Pasal 52A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 52A
Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua)
orang.
Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya
terdapat 1 (satu) orang, calon kepala Desa terdaftar,
panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang
masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15
(lima belas) hari.
Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa
terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir,
panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang
kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari
berikutnya.
Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran
calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon kepala
desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa
bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan
Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar
secara musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa berjumlah 2
(dua) orang atau lebih, maka dilaksanakan
Pemilihan Calon Kepala Desa secara langsung.
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa terpilih.
Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suarah sah yang lebih luas.
Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan
Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 57B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)
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Pasal 57B

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57A ayat (3) melakukan penjaringan dan
penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon
Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari
3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga

pemerintahan,;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain.
Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima
belas) hari.
Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan
Permusyawaratan Desa menunda pelaksanaan
Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai
dengan 10 (sepuluh) hari berikutnya.
Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran
calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu)
calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan
Kepala Desa bersama-sama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala
Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
Ketentuan mengenai penjaringan dan penyaringan
bakal calon Kepala Desa antar waktu diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 58
Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
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(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan

Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum

habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala

Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa

jabatan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 setelah huruf g

ditambahkan satu huruf yakni huruf h sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a.
b.

C.

meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau
diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

a.
b.

berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
atau mental, tidak berfungsi secara normal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala
Desa;

melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

adanya perubahan status Desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;

tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa;

dinyatakan sebagai terpidana yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
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tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

h. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila
mencalonkan diri sebagai anggota lembaga
perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan
politik lain sejak ditetapkan sebagai calon
peserta pemilihan yang dinyatakan secara
tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan
Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(3a) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala
Desa yang bersangkutan.

(3b) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati
melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 84C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 84C

(1) Selain penghasilan tetap setiap bulan Perangkat
Desa mendapat tunjangan dan penerimaan lainnya
yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan
jabatan perangkat desa.

(2) Menerima jaminan sosial dibidang kesehatan dan
ketenagakerjaan.

(3) Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di
akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan
Desa yang diatur dalam Peraturan perundang-

undangan.



-13-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG DESA

UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta
berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan
ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan untuk
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, beberapa ketentuan mengenai kedudukan Desa,
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas dan tujuan dalam pengaturan
Desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa,
Keuangan Desa, Pembangunan Desa, serta ketentuan peralihan mengenai
masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat telah diubah. Oleh
karena itu, dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika dan
perkembangan hukum di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu segera
melakukan perubahan kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 5
Ayat (1)
Pembentukan Desa dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua)
Desa atau lebih;
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang
bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)
Desa baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "dana operasional”
antara lain adalah dana untuk kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
termasuk dana operasional rumah tangga
Desa.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.



Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.
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